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Abstract;
This article describes the idea of KH. Abdurrahman Wahid and
Ahmed Abdullah an-Naim about liberation and humanization. Gus
Dur as a figure who aggressively defend the Republic of Indonesia
(Republic of Indonesia) and admit Pancasila as a main principal in
running state. while the idea Abdullah Ahmad An-Na'im on
humanization and liberation in the State of Sudan. The approach
taken in this article is how to search the literature with references
relating to the two men. Gus Dur and an-Na'im provide enough
interesting ideas to the circumstances, both in Indonesia and in
Sudan. The idea emerged in order for liberation and humanization
for people in the developing world. Especially for Muslims who
stuck with the literal-textual understanding over his.
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Abstrak;
Artikel ini memaparkan gagasan KH.Abdurrahman Wahid dan
Abdullah Ahmad an-Naim tentang liberasi dan humanisasi. Gus Dur
sebagai tokoh yang gencar mempertahankan Negara Kesatuan
Republik Indonesia (NKRI) berasas pancasila bukan berdasar agama.
sedangkan gagasan Abdullah Ahmad An-Na’im tentang humanisasi
dan liberasinya di Negara Sudan.Pendekatan yang dipergunakan
dalam artikel ini adalah kepustakaan dengan cara menelusuri
referensi yang berkaitan dengan kedua tokoh tersebut. Gus Dur dan
an-Na’im memberikan gagasan yang cukup menarik terhadap situasi
dan kondisi, baik di Indonesia maupun di Sudan.Gagasan tersebut
muncul dalam rangka untuk liberasi dan humanisasi bagi
masyarakat di dunia berkembang.Khususnya bagi masyarakat Islam
yang terkungkung dengan pemahaman literal-tekstualis atas kitab
sucinya.
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I. Pendahuluan
ema dan teriakan untuk mendirikan ‘Khilafah Islamiyah’, ‘Negara
Islam’, ‘Negara Syari’ah’ dan ‘Penegakan Syariat Islam’ merupakan
teriakan untuk menyelesaikan pelbagai problema umat Islam yang tak

kunjung selesai, seperti adanya perasaan inferior di hadapan negara-negara
Barat, sehingga ingin mengangkat citra Islam setingginya dengan menawarkan
gema “anti-demokrasi”, “anti-negara sekular”. Atau teriakan “demokrasi
adalah sistem Negara orang kafir”.

Di Indonesia, gema dan teriakan bernada sama sering juga didapatkan,
baik dalam bentuk poster, spanduk atau bentuk aksi Long March mendukung
pemebntukan Negara Islam/Syari’ah. Kelompok ini seakan ingin menggugat
keabsahan Pancasila dan UUD 1945 sebagai dasar Negara Kesatuan Republik
Indonesia (NKRI).Sejarah berulang, bukan masa ini saja bermunculan
kelompok yang ingin mengajukan Islam sebagai jalan alternatif solusi dari
berbagai kesemrawutan permasalahan yang dihadapi oleh negara tercinta
ini.Di era reformasi, banyak kelompok yang dengan suara lantang berteriak
untuk merubah sistem Negara menjadi sistem Negara berdasarkan syari’ah.

Lain padang, lain ilalang. Di Sudan, seorang ulama terkemuka
meneriakkan “anti-Negara Islam/Syari’ah” yang diproklamirkan oleh
Mahmoed Muhammad Taha beserta muridnya Abdullah Ahmed An-Na’im.
Kedua tokoh ini, melakukan kritik atas pemberlakuan “Negara Syari’ah” yang
diimplementasikan oleh Jenderal Numeiry, karena dengan pemberlakuan
“Negara Syari’ah” sangat berbahaya. Orang mempunyai beda pendapat
dengan kekuasaan di beri cap murtad, orang non-muslim diberi dijadikan
sebagai ahl-zimmah, warga Negara kelas dua di negaranya sendiri. Selain,
pemberlakuan “Negara Syari’ah” menjadikan seorang pria superior dihadapan

wanita, karena dapat berlaku semena-mena terhadapnya. Banyaknya persoalan
yang ditimbulkan ketika terbangun “Negara Syari’ah” menjadikan Mahmod
Muhammad Taha dan muridnya Abdullah Ahmed An-Na’im
mengkampenyakan hak kebebasan individu dan kebebasan otonomi individu.

Oleh karena itu, dalam tulisan ini akan dipaparkan mengenai gagasan
KH. Abdurrahman Wahid sebagai tokoh yang gencar mempertahankan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berasas pancasila bukan berdasar agama.
Di samping itu, akan dipaparkan gagasan Abdullah Ahmad An-Na’im tentang
humanisasi dan liberasinya di Negara Sudan. Humanisasi dan liberasi
merupakan bagian dari tugas kenabian dan kerasulan di tiap zaman, hal ini
diungkapkan oleh Muhammad Iqbal bahwa Nabi Muhammad Saw bukanlah
orang yang egois yang telah mendapatkan kemanisan spritual dan menikmati
dengan sendirinya, tetapi Nabi Muhammah telah sampai ke tempat paling
tinggi yang menjadi dambaan ahli mistik, tetapi ia kembali ke dunia untuk
menunaikan tugas-tugas kerasulannya.1Berkaitan dengan tugas-tugas
kerasulan profetik tercantum dalam QS. Ali Imran/3: 110

G
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                                        

                    

Terjemahnya:
Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia,
menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, dan
beriman kepada Allah.Sekiranya ahli Kitab beriman, tentulah itu lebih
baik bagi mereka, di antara mereka ada yang beriman, dan kebanyakan
mereka adalah orang-orang yang fasik.

Inilah menjadi tugas kenabian, atau biasa diistilahkan sebagai
profetik.Dari segi bahasa, profetik dapat dikatakan sifat yang menyerupai
nabi.Nabi memiliki sifat transformatif dan mencerahkan.Masyarakat profetik
adalah model masyarakat yang digali dari rasul/nabi dalam membina
masyarakatnya.Para nabi dan rasul, sebagai pemimpin umat manusia dimuka

bumi ini, memiliki beberapa karakter dan sifat yang sangat agung dan
mulia.Berbekal sifat dan karakter tersebut, maka semua nabi dan rasul sukses
membawa perubahan dan kemajuan membangun sikap hidup pengikut dan
masyarakatnya sesuai dengan zamannya masing-masing.Kepemimpinan
profetik dipandang sebagai pola kepemimpinan yang paling sukses dalam
membentuk sebuah tatanan kehidupan manusia yang berkualitas.Hal ini yang
dicontohkan kedua tokoh yang akan di bahas nantinya, yakni KH.
Abdurahman Wahid dan Abdullah Ahmad an-Na’im sebagai tokoh liberasi
bagi ummat Islam.

1.Biografi Tokoh
1.1. KH. Abdurrahman Wahid

Abdurahman Wahid dengan nama lengkap Abdurrahman ad-Dakhil
(yang akrab disapa Gus Dur), lahir pada tanggal 4 Agustus 1940. Pada tanggal
itu, Gus Dur selalu merayakan hari ulang tahunnya. Akan tetapi perlu
diketahui bahwa tanggal itu adalah menurut kalender Islam, yakni bahwa Gus
Dur dilahirkan pada bulan Sya’ban, bulan kedelapan dalam Islam. Jadi
sebenarnya, tanggal 4 Sya’ban 1940 adalah tanggal 7 September. Gus Dur
dilahirkan di Jawa Timur, kota Jombang tepatnya daerah Denanyar, di pondok
pesantren milik kakek dari pihak ibunya, Kiai Bisri Syamsuri.2

Gus Dur memulai pendidikan dasarnya di Sekolah Dasar KRIS di Jakarta
pusat, namun tidak selesai. Akan tetapi, ia kemudian pindah ke Sekolah Dasar
Mataram Perwari, Jakarta pusat. Pada tahun 1954, setahun setelah ia
menamatkan sekolah dasar dan memulai Sekolah Menengah Ekonomi Pertama
(SMEP) di Yogyakarta. Menurut, Greg Barton, pada tahap ini, pendidikan Gus
Dur sepenuhnya bersifat sekuler, namun tentu saja ia telah mempelajari bahasa
Arab.3

Setelah terdaftar sebagai siswa di SMEP, Yogyakarta, ia juga belajar di
Pesantren al-Munawwir di Krapyak tiga kali seminggu. Di sini, ia belajar
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bahasa Arab kepada Kiai Ali Ma’shum.4Masa ini juga, ia telah banyak membaca
buku-buku berat, seperti What Is to Be Done? Karya Lenin dan Das
Capitalsebagai magnun opus-nya Karl Marx serta banyak memahami tulisan-
tulisan Plato dan Aristoteles.5

Setelah menamatkan pendidikan di pondok pesantren, tepatnya tahun
1964, Gus Dur melanjutkan studinya di Universitas al-Azhar, Cairo, Mesir. Di
sana, ia tidak sempat selesai karena suasana yang kurang kondusif. Katanya, di
Universitas al-Azhar ia tidak mendapatkan banyak hal baru, khususnya ilmu
pengetahuan yang tidak didapatkan di dunia pesantren. sehingga praktis
selama dua tahun di sana, ia banyak menghabiskan waktunya di perpustakaan
nasional Mesir dan perpustakaan kedutaan Amerika dan Prancis, di samping
juga aktif dalam berbagai forum kajian. Ia juga sering mengadakan pertemuan
oleh sejumlah pemikir Mesir terkemuka, misalnya Zakki Naguib Mahmoud,
Soheir al-Qalamawi, dan Syauqi Deif.6

Pada pertengahan tahun 1970-an, Gus Dur menyelesaikan studi empat
tahunnya di Baghdad dan ia pun pindah ke Eropa. Mula-mula ia tinggal di
Belanda untuk mendapatkan kesempatan melanjutkan studinya. Namun,
Universitas Baghdad tidak memperoleh pengakuan di universitas-universitas
Eropa. Sehingga ia pun lebih memilih berkelana selama satu tahun di Eropa
untuk mencari ilmu pengetahuan, mulai dari Belanda pindah ke Jerman dan
kemudian tinggal di Prancis dan akhirnya kembali ke Tanah Air.7

Setelah Gus Dur selesai dalam pengembaraan intelektualnya di negara-
negara luar ia pun kembali ke Indonesia. Pada tahun 1984, bersama dengan
Kiai Achmad Shiddiq, terpilih sebagai Ketua Tanfidziyah dan Syuriah PBNU
pada muktamar NU di Situbondo. Posisi ini bertahan sampai dipilih kembali
pada muktamar di Yogyakarta tahun 1989. Pada muktamar di Cipasung tahun
1994, kedudukan Gus Dur masih kuat dan tetap dipercaya memimpin
organisasi massa terbesar di Indonesia ini bersama dengan Kiai Ilyas Ruchiyat.
Di luar NU, ia banyak aktif di organisasi yang dibentuknya, Forum Demokrasi
(Fordem).8

Sebagai tokoh reformis bersama dengan Amin Rais, Megawati, dan
Sultan Hamengkubuwono X. Pada tahun 1998, Gus Dur melakukan gerakan
perlawanan terhadap kekuasaan Orde Baru, yang akhirnya kemudian Soeharto
lengser dari kursi kepresidenan. Pada masa transisi tersebut, Gus Dur banyak
melakukan manuver politik dengan upaya mengawal reformasi yang baru
seumur jagung itu. Salah satu upaya Gus Dur adalah membentuk partai politik
PKB sebagai wadah untuk menduduki kursi kepresidenan. Setelah Habibie
menggantikan Soeharto, tahun 1999-2001 Gus Dur kemudian terpilih menjadi
presiden ke-4 RI.

Di tingkat Internasional, Gus Dur pernah menjadi ketua WCRP (World
Conference for Religion and Peace) dan beberapa penghargaan yang diterimanya
antara lain Doktor Honoris Causa dari Universitas Jawaharlal Nehru, India,
Doktor Honoris Causa Bidang Perdamaian dari Soka University Jepang, tahun
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2000, Global Tolerance Award dari Friends of the United Nations, New Work,
tahun 2003, World Peace Prize Award dari World Peace Prize Awarding
Council (WPPAC), Seoul, Korea Selatan, tahun 2003, serta Presiden World
Headquarters on Non-Violence Peace Movement, tahun 2003.9

Selama hidupnya, karena kesehatan fisiknya yang tidak memungkinkan,
Gus Dur beberapa kali melakukan pemeriksaan. Pada tahun 2009, ia selalu
keluar masuk rumah sakit sehingga akhir 2009, tepatnya 30 Desember, pukul
18.45 WIB, di Rumah Sakit Mangunkusumo, Jakarta, Gus Dur meninggal dunia.

3.1.2. Islam dalam diskursus ideologi, kultural dan gerakan

Gus Dur mengkritisi mengenai pemaknaan udkhulu> fi silmi kaffah yang
banyak salah kaprah dan sering memberi arti ‘bahwa masuklah Islam secara
kaffah’.Bagi kalangan formalitas, al-silmi diartikan sebagai “Islam dalam arti
sistem”, berbeda dengan non-formalitas yang tidak mengartikan sebagai
sistem, melainkan dengan makna “kedamaian”.Dari pemahaman inilah, maka
bermunculan kelompok yang pro mendirikan Negara Islam dan kotra-Negara
Islam.

Gus Dur sendiri berada dalam kelompok kontra-Negara Islam dengan
menyatakan bahwa dalam ajaran Islam tidak pernah disebutkan bentuk
Negara. Kata ‘daulah’ yang diartikan Negara, berasal dari bahasa Arab, yang
dalam Al-Qur’an hanya ditemukan dalam QS al-Hasyr/59: 7

                            

                         

Tidak diwajibkan adanya sebuah sistem Islam, ini berarti tidak ada
keharusan mendirikan sebuah Negara Islam.Begitu pula tak bosannya untuk
memberikan pemahaman terhadap kelompok yang ingin memasukkan Piagam
Jakarta dalam UUD 1945, bukankah dengan memasukkannya berarti juga
memasukkan ideologi agama dalam kehidupan beragama? Dan itu berarti
warga non-muslim akan dijadikan sebagai warga kelas dua? Bukankah juga
orang yang berpaham nasionalis dan sosialis juga tidak memeroleh tempat
dalam kehidupan bernegara ini?Inilah beberapa pertanyaan yang diajukan oleh
Gus Dur terhadap kelompok yang menginginkan pemahaman tersebut.Oleh
karena itu, menurut Gus Dur, sesungguhnya Islam lebih mementingkan
pertolongan kepada kaum muslimin dan kaum yang membutuhkan daripada
memberikan perhatian yang khusus tentang bentuk Negara.

Apakah Islam sebagai sistem hidup yang harus diwujudkan dalam
sebuah Negara Islam?Gus Dur banyak melakukan kritik terhadap kelompok
yang memahami Islam hanya dalam formalitasnya, sehingga adalah sesuatu
yang wajib dalam mendirikan Negara Islam. Begitu pula mengiritik
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pemahaman yang menyatakan bahwa Islam yang murni merupakan Islam
yang terpisah atau tidak ada campur-baur dengan budaya adat, padahal dalam
sejarahnya masuknya beberapa unsure budaya local ke dalam budaya Islam,
seperti tari seudati dalam kesenian Aceh, Tabot di Sumatera, tembang ilir-ilir
oleh Sunan Ampel. Hal ini menandakan bahwa telah terjadi pengaruh-
memengaruhi antara budaya nusantara dengan budaya agama yang
dibawakan oleh Islam.

Selain melarang pendirian NI, Gus Dur juga antipasti terhadap lembaga
atau partai politik yang berasaskan agama, partai yang berasaskan Islam, partai
yang berasaskan Kristen, begitu pula partai yang berasaskan komunisme. Akan
tetapi, Gus Dur sangat apresiasi terhadap perbedaan pandangan, orang yang
mempunyai pandangan bahwa negara harus berasaskan Islam, ya disilahkan
tanpa masalah, begitu juga dengan pandangan orang yang berpaham
sosialisme atau komunisme, ya disilahkan berbeda pendapat, maka dengan
pandangan ini Gus Dur menginginkan pencabutan TAP MPRS No. 25 tahun
1966 tentang ‘penyebaran’ paham Marxisme-Leninisme atau komunisme. Gus
Dur masih memberikan tempat bagi orang atau individu yang menganut
paham yang berbeda, tetapi jikalau dalam bentuk organisasi atau partai politik
yang berasaskan agama, Gus Dur sangat melarang dan melakukan kritik
terhadapnya. Singkatnya, Gus Dur membedakan antara paham dan organisasi,
karena sebagai paham, pikiran itu hanya bisa diperangi oleh pendidikan dan
penerangan, bukan oleh sebuah ketetapan MPR atau pun produk hukum lain10.

Di sini pulalah, mengapa Gus Dur mendirikan PKB yang bukan
berideologi Islam, melainkan Pancasila dengan memakai moralitas agama
(berasal dari Islam) dalam kehidupan politik Indonesia. Gus Dur membedakan
antara moralitas agama dan ideologi agama, walaupun sama berasal dari
wahyu. Dalam Negara dunia III, moralitas agama merupakan hal yang sangat
penting untuk mewarnai kehidupan politik yang sehat, dan pada tahap inilah
terjadi hubungan antara agama dan politik, bukan pada tataran ideologis.

Selain bersandar pada pemahaman ayat-ayat Al-Qur’an dalam menolak
pendirian Negara Islam, Gus Dur juga bersandar dari hasil muktamar NU di
Banjarmasin 1935. Adapun redaksinya mengatakan:

فيِْ زَمَنٍ مِنَ اْلازَْمَانِ یصَِیْرُ دَارَ اسِْلامَِ ...سَاكِنٌ بھِِ كُلُّ مَحَلِّ قدََرَ مُسْلمٌِ )مسالة ي(
مَانِ وَمَا بعَْدَهُ وَانِْ انْقطََعَ امْتنِاَعُ اْلمُسْلمِِیْنَ بِاسْتیِْلاءَِ  تجَْرِيْ عَلیَْھِ احَْكَامَھُ فيِْ ذَلكَِ الزَّ

اجِھِمْ مِنْھُ وَحِیْنئَِذٍ فتَسَْتمَِیْتھُُ دَارَ حَرْبٍ صُوْرَةً لاَ الكُفاّرَِ عَلیَْھِمْ وَمَنْعِھِمْ مِنْ دُخُوْلھِِ وَاخِْرَ 
بلَْ وَغَالبُِ ارَْضَ جَاوَا دَارَ اسِْلامٍَ لاِسْتیِْلاءَِ )جاكرتا(حُكْمًا فعَُلمَِ انََّ ارَْضَ بتَاَوِيّ 
اْلمُسْلمِِیْنَ عَلیَْھاَ قبَْلَ الكُفاّرَِ 

Artinya:
Semua tempat di mana muslim mampu untuk menempatinya pada
suatu masa tertentu, maka ia menjadi daerah Islam yang ditandai
berlakunya syariat Islam pada masa itu. Sedangkan pada masa
sesudahnya walaupun kekuasaan ummat Islam telah terputus oleh
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penguasaan orang-orang kafir terhadap mereka, dan larangan mereka
untuk memasukinya kembali atau pengusiran terhadap mereka, maka
dalam kondisi semacam ini, penamaannya dengan “daerah perang”
hanya merupakan bentuk formalnya dan tidak hukumnya. Dengan
demikian diketahui bahwa tanah Betawi dan bahkan sebagian besar
tanah Jawa adalah ‘daerah Islam’ karena ummat Islam pernah
menguasainya sebelum penguasaan oleh orang-orang kafir.
Di masa Orde Baru, Gus Dur melakukan gerakan perlawanan terhadap

rezim ini karena telah berlaku sewenang-wenang, tetapi perlawanan yang
dilakukan terinspirasi dari perlawanan KH. Mutamakkin seorang ulama
tarekat di pulau Jawa pada abad 18 M yang melakukan perlawanan terhadap
penguasa dengan menggunakan perlawanan kultural, yakni karena penguasa
telah melenceng dari ajaran agama, maka KH. Mutamakkin tidak mendukung
kebijakan penguasa secara terang-terangan, juga tidak melakukan perlawanan
kepada penguasa secara terang-terangan pula. Sebagai orang yang berkiprah
dalam lingkungan organisasi non-politik, maka pendekatan kultural adalah
yang paling cocok yakni melakukan kritik terhadap kebersihan perilaku di
bidang pemerintahan, hal yang sangat berbeda dengan organisasi politik yang
seharusnya mengambil langkah dengan menggunakan pendekatan politis
dengan menciptakan tekanan pada penciptaan sistem politik yang bersih
terhadap lembaga eksekutif, legislatif dan yudikatif.

3.1.3. Islam, Keadilan, dan HAM
Dalam kepemimpinan wanita, Gus Dur menyatakan bahwa masih

banyak umat Islam/elit Islam yang merendahkan kaum wanita dengan
memakai sumber teks agama, seperti dalam QS al-Nisa’/4: 34

                                            

                                             

           

Artinya:
Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena

Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian
yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan
sebagian dari harta mereka.sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang
taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh
karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu
khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah
mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka.Kemudian jika
mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk
menyusahkannya.Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha besar.

Selain menggunakan ayat-ayat di atas, Gus Dur juga menyatakan bahwa
hadis yang membicarakan bahwa sebuah kaum yang dipimpin oleh seorang
wanita tidak akan pernah sukses/maju. Gus Dur mengatakan bahwa
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diperlukan penafsiran baru terhadap hadis tersebut dengan melihat kondisi
bahwa Nabi Muhammad Saw menunjuk kepada kepemimpinan abad VII
hingga abad IX Masehi di Jazirah Arab yang masih mengenal kepemimpinan
suku atau kaum, sedangkan era modern kepemimpinan sudah berbeda menjadi
kepemimpinan modern, seorang presiden harus mengambil keputusan dengan
melakukan sidang kabinet menteri yang diawasi oleh parlemen, parlemen pun
tidak boleh menyimpang karena di atur dalam Undang-undang Dasar dengan
pengawalan dan pengawasan Mahkamah Agung, hal ini sangat berbeda
dengan kepemimpinan masa silam.11Oleh karena itu, Gus Dur menyatakan
setuju dan sepakat, jikalau ada seorang wanita menjadi presiden atau
pemimpin di dalam sebuah Negara di dunia ini.

3.1.4. Islam dan Anti-Kekerasan
Sebagaimana diketahui bersama bahwa hakikat dari ajaran Islam adalah

rahmat bagi seluruh alam, sebagaimana tersebut dalam Q.S. al-Anbiya’ (21): 107
               .

Terjemahnya:
“Dan tidaklah aku mengutusmu Muhammad kecuali untuk menjadi
rahmat bagi seluruh alam”.

KH. Abdurrahman Wahid memberi penafsiran terhadap ayat di atas
sebagai berikut: “rahmat” itu artinya “ar-ribath” (tali), sementara “alamin”
artinya “annas” (manusia). Jadi, makna “rahmatan lil ‘alamin” adalah menjadi
pengikat tali persaudaraan di antara sesama umat manusia, apapun latar
belakang agamanya.Islam Sebagai ajaran rahmatan lil alamin, Islam tidak
menganjurkan adanya tindakan kekerasan dalam kehidupan manusia.Karena
menurut Gus Dur, umat manusia semuanya adalah bersaudara.

Sedangkan terkait dengan keberagamaan, bagi Gus Dur, mereka yang
menganut agama samawi keturunan Nabi Ibrahim adalah bersaudara.Ini sesuai
dengan rukun iman dalam Islam yang mengakui kitab-kitab Allah dari Taurat,
Zabur, Injil sampai Alqur’an. Ini juga sesuai dengan makna dari Q.S. al-Kafirun
(109): 6. Tanpa harus mengkafirkan mereka yang tidak menganut agama
Islam12, apalagi terjadi pemaksaan untuk menganut agama tertentu, karena
dalam Q.S. al-Baqarah (2): 256

Menurut Zuhairi Misrawi, ayat ini menjelaskan kepada kita sekalian,
bahwa tidak ada paksaan dalam beragama. Tidak dibenarkan memaksa orang
lain untuk mengikuti agama kita, karena pemaksaan pada hakikatnya adalah
kekerasan. Agama adalah keimanan dan kesadaran, bukan kepura-puraan dan
paksaan.13

Olehnya itu, pluralisme bagi Gus Dur selalu sejalan dengan dimensi dan
nilai-nilai kemanusiaan, maka tidak dapat ditolerir adanya tindakan kekerasan
dalam kehidupan, karena kekerasan bertolak belakang dengan pluralisme.
Apalagi kekerasan tidak akan menyelesaikan masalah, malah justru akan
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semakin memperkeruh persoalan. Dalam bukunya, Islam Tanpa Kekerasan, Gus
Dur menekankan, bahwa Islam adalah agama yang anti kekerasan.14Satu-
satunya alasan untuk menggunakan kekerasan adalah jika kaum muslimin
diusir dari tempat tinggal mereka, namun itupun masih dalam perdebatan oleh
sebagian ulama.15

Gus Dur sangat menolak cara pandang sebagian umat Islam seperti di
atas, yang memanfaatkan ayat Alqur’an sebagai alat legitimasi untuk
membenarkan tindakan intoleransi, seperti Q.S. al-Baqarah (2): 120;Menurut
Gus Dur, ayat tersebut tidak seharusnya dimaknai secara sempit, karena ayat
itu hanyalah merupakan gambaran tentang hakikat suatu keyakinan di dalam
tataran normatif. Siapapun pasti akan menganggap agamanyalah yang paling
benar dan agama yang lain adalah salah. Itu sudah menjadi logika yang wajar.
Justru akan menjadi aneh jika ada orang meragukan kebenaran dari
keyakinannya sendiri. Ayat tersebut menurut Gus Dur, bisa dimaknai secara
terbalik dengan memposisikan diri kita sebagai subjek, artinya, kita tidak akan
pernah rela kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani hingga mereka mengikuti
agama kita”.16

Hal itu juga dikatakan oleh Gus Dur, bahwa itu terjadi karena adanya
sikap “pendangkalan” dari sebagian penganut beragama, khususnya Islam
dalam memahami ajaran luhur agamanya. Misalnya, dalam proses pendidikan
dan dakwah Islam ada kecenderungan untuk memusuhi, mencurigai, dan tidak
mau mengerti terhadap agama lain serta memahami ajaran Islam yang seakan-
akan vis a vis dengan agama dan kelompok lain. Itu tidak hanya dilakukan
mubaligh-mubaligh di mimbar, tetapi juga guru-guru di sekolah.
Pendangkalan itu muncul akibat pengaruh dari politik Timur Tengah, dimana
Islam sudah dijadikan ideologi atau komoditas politik.17

1.2. 1. Biografi Abdullah Ahmad An-Na’im
Abdullah Ahmad an-Na’im adalah seorang aktivis HAM yang dikenal di

dunia internasional. Lahir di Sudan pada 1946 dan menyelesaikan pendidikan
S1 di Universitas Khartoum, Sudan dan memperoleh gelar LL.B dengan
predikat cumlaude. Tiga tahun kemudian pada tahun 1973 dia mendapat gelar
sekaligus LL.B., LL.M, dan M.A dari University of Cambridge, Inggris. Pada
tahun 1976 mendapat gelar Ph.D. dalam bidang hukum dari University Of
Edinburg Skotlandia dengan disertasi tentang perbandingan prosedur pra
percobaan kriminal (hukum Inggris, Skotlandia, Amerika dan Sudan). Meski
berasal dari negeri miskin dan terbelakang, An-Na’im mampu menjadi
akademisi bertaraf internasional yang sukses, kariernya sebagai akademisi
dimulai sebagai staf pengajar di bidang hukum di universitas Khartoum, Sudan
(November 1976 hingga Juni 1985), ketua jurusan hokum public di Almamater
yang sama (1979-1985), professor tamu di fakultas Hukum UCLA, USA
(Agustus 1985 sampai juli 1987). Pada Agustus 1988 sampai januari 1991 ia
menjadi professor tamu Ariel F.Sallows dalam bidang HAM di fakultas
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Hukum, University Saskatchewan, Kanada; antara Agustus sampai Juni 1992
menjadi professor tamu Olof Palme di Fakultas hukum, University of Upshala,
Swedia; Juli 1992 sampai Juni 1993 menjadi sarjana tinggal di kantor the ford
Foundation untuk Timur Tengah dan Afrika Utara, di Kairo, Mesir, Juli 1993
hingga April 1995 menjadi direktur eksekutif pengawas HAM Afrika di
Washington D.C; dan sejak Juni 1995 sampai sekarang menjadin professor
hukum di universitas Emory, Atlanta, GA, Amerika serikat.

Sejak An-Na’im bergabung dengan partai The Republican Brotherhood
beliau giat melakukan perlawanan terhadap kampanye Islamisasi yang
dimotori oleh Numeiry.Sebuah partai yang disebut The Republican
Brotherhood menarik perhatian dunia internasional ketika pemimpinnya,
Mahmod Muhammad Taha, dihukum mati oleh pemerintah Ja’far Numeiry
pada 1985.Kendati demikian para pengikut The Republican Brotherhood tetap
eksis menjadi kelompok kecil di Sudan selama beberapa tahun.Partai
Repbulican Brotherhood didirikan Mahmod Muhammad Taha sebagai partai
Republik di tengah-tengah perjuangan nasional Sudan pada akhir perang dunia
II. Partai ini merupakan sebuah alternatif bagi partai-partai politik nasionalis
besar, sebab pendirinya merasa partai-partai itu didominasi pemimpin-
pemimpin muslim konservatif. Walaupun partai ini meraih kemenangan kecil
dalam pemilu tetapi Mahmod Muhammad Taha menekankan perlunya
transformasi Islam dan pembebasan dari dominasi kekuatan-kekuatan
sectarian.

An-Na’im banyak belajar dari Mahmod Muhammad Taha ketika
bergabung dalam partai The Republican Brotherhood, dan pernah di tahan
tanpa proses pengadilan bersama sang guru. Akhir tahun 1984, mereka
dibebaskan, akan tetapi pemimpinnya, Mahmod Muhammad Taha, ditangkap
kembali dengan tuduhan menghasud dan pelanggaran lainnya sampai
kemudian hukuman eksekusi terhadapnya pada tahun 1985. Pada proses ini,
Abdullahi Ahmed an-Na’im mengambil langkah untuk menegosiasikan
pembebasan sekitar 400 anggota The Republican Brotherhood, tetapi tidak
dapat menjamin pengampunan ustadz Taha gurunya. Sejak itu kelompok ini
sepakat untuk tidak terlibat dalam aktivitas politik dan secara resmi
membubarkan diri. Setelah dua bulan (76 hari) di laksanakan eksekusi atas
Muhammad Taha, pemerintahan Jendral Numeiry digulingkan lewat suatu
pemberontakan dan kudeta pada tanggal 6 april 1985, peristiwa ini menurut
An-Naim, banyak di pengaruhi oleh pemikiran cemerlang Muhammad Thaha.
Pasca wafatnya Muhammad Thaha The republican brotherhood hengkang dari
aktifitas politik dan banyak aktif dalam kegiatan sosial kemasyarakatan. An-
Naim sendiri selaku tokoh sentral dalam gerakan ini berusaha keras
mentrasformasikan pemikiran Thaha tentang metode naskh yang tertuang
dalam The Second Message Of Islam. Kemudian An-Naim menjadi penerus
Muhammad Taha, sehingga menghasilkan karya yang spektakuler, yaitu
Toward an Islamic Reformation: civil liberaties, human right and internasional law.
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Sejak terbunuhnya Mahmod Muhammad Taha, dan berikut
penggulingan Numeiry, kelompok ini secara tidak resmi diorganisasikan
kembali menjadi komunitas sosial yang bergerak dalam usaha reformasi Islam
dan melanjutkan menyebarkan pemikiran dan ajaran Mahmod Muhammad
Taha.Para pemimpin kelompok ini menekankan dan lebih tertarik pada
reformasi kepercayaan ketimbang aksi politik secara langsung. An-Na’im
sendiri menekankan bahwa pesan ini mewakili suatu pendekatan, bukan aksi
politik, namun begitu tidak berarti aktivitas politik berhenti sama sekali beliau
justru giat mendakwahkan ajaran dan ide-ide Mahmod Muhammad Taha pada
ceramah-ceramah dan tulisan-tulisan terutama di luar Sudan. An-Na’im
beranggapan bahwa mengambil ajaran Mahmod Muhammad Taha untuk
dikembangkannya adalah tanggung jawabnya.Abdullahi Ahmad An-Na’im
sendiri telah membuktikan bidang spesialisasinya, yakni hukum publik,
mereinterpretasikan hukum publik Islam dari perspektif ajaran Mahmod
Muhammad Taha.

3.2.2. Iklim Politik Sudan
Sudan merupakan Negara multi-etnis dan relegius, ada sekitar kurang-

lebih 500 suku di negeri ini.Islam menjadi agama mayoritas bagi penduduk
Sudan yang berjumla kira-kira 75% dan sebagian besar berdomisili di Sudan
bagian utara. Sedang di wilayah selatan banyak yang menganut agama aliran
kepercayaan, yakni sekitar 16,7% penganut Kristen, 5% dan lain-lain 2,4%.

Pada mulanya Islamisasi disukai masyarakat utara Sudan, dimana
banyak orang yang merasakan akibatnya yang berupa menurunya angka
kejahatan dan korupsi, pencambukan dan pemotongan anggota tubuh lantaran
diterapkan hukum Islam sebagai konstitusi negara.Akan tetapi, Jenderal
Numeiry menggunakan Islam untuk memperluas kekuasaanya dan
membenarkan rezim yang semakin represif dan menerapkan hukum Islam bagi
kalangan non-muslim, justru merusak citra baik di dalam maupun di luar
negeri.Penerapan syari’at Islam dengan model qisas, rajam dan dera seringkali
dijatuhkan bagi para penentang rezim Numeiry pada masa kekuasaanya, hal
itu mengakibatkan ketegangan bagi masyarakat Sudan.

3.2.3. Pemikiran Reformasi Islam An-Na’im
Pemaknaan reformasi Islam adalah bagaimana mereformasi pemahaman

tentang Syariah tetapi tidak merusak sendi dan struktur utama
Syariah.Dekonstruksi adalah suatu upaya perubahan yang bersifat struktural.
Oleh sebab itu ia memilih reformasi bukan dekonstruksi18.

a. Nilai-nilai kemanusiaan
An-Na’im membangun konsep Justice as Fairness, kebebasan dasar (basic

liberty) dan kesetaraan dasar (basic equality) dalam “membangun” nilai-nilai
kemanusian pada masa kini, ia mengiritik tentang konsep Qiyas, Istihsan,
Istislah, dan Ijma. Ia melakukan reformulasi konsep Maslahah dan Istihsan
(tidak mampu menjawab persoalan kekinian karena masih sama dengan
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maslahah yang membatasi ruang gerak penafsiran di dalam batasan teks yang
jelas dan rinci. Dan juga istihsan tidak memiliki sebuah prioritas dalam
menentukan kebaikan bagi seseorang atau masyarakat).Sedangkan Ijma’, An-
Na’im menggugat ijma’ tradisional sebagaimana yang dipahami saat ini. Ijma’
yang ditawarkan oleh An-Na’im yakni ijma’ dalam lingkup wilayah bahwa
dalam sebuah negara, ijma’ (konsensus) demokratis perlu dilakukan dengan
cara memelihara hak dan kewajiban seorang individu dan masyarakat dalam
sebuah negara. Ijma’ tidak hanya boleh berlaku untuk umat Islam saja, akan
tetapi semua warga berhak mengeluarkan pendapat tanpa perbedaan agama,
ras, dan etnis. Sedangkan ijma’ dalam lingkup internasional.

b. Akal
An-Na’im mengatakan bahwa akal berperan penting dalam

menghubungkan teks dan realitas kemanusiaan sebagaimana tertuang dalam
QS. Az-Zukhruf: 3-4.

c. Ijtihad
An-Na’im mengikuti pendapat gurunya Mahmud Muhammad Taha

berkaitan dengan pembaruan konsep Sunnah, yang mengatakan bahwa Sunnah
Nabi yang perlu diikuti adalah cara mempraktikkannya, bukan Sunnah secara
verbalisme.

Dengan sumber-sumber hukum di atas, maka An-Na’im melahirkan
konsep pemikiran bahwa:

1. Kenabian dan Kerasulan
Membedakan antara Muhammad sebagai penerima wahyu disebut

dengan nama Nabi dan Muhammad sebagai pembawa risalah dengan sebutan
Rasul. Nabi sebagai penerima wahyu telah berhenti dengan meninggalnya
Nabi Muhammad saw, akan tetapi Nabi sebagai pembawa risalah, terus hidup.
Dan umat dibelakangnya mempunyai tanggung jawab untuk melanjutkan
risalah yang telah tertunda akibat masyarakat Arab tidak (belum) siap
menerima Pesan Pertama/Ayat-ayat Makkiyah yang bersifat Universal.

Argumen dasarnya berasal dari pemaknaan QS. An-Nahl/44:

Terjemahnya:

Keterangan-keterangan (mukjizat) dan kitab-kitab. Dan Kami
turunkan kepadamu Al-Quran agar kamu menerangkan pada
umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka dan
supaya mereka memikirkan,

An-Na’im membedakan makna antara “anzalna” dan “nuzzila”, kata
anzalna merujuk bahwa Nabi Muhammad saw mempunyai tanggung jawab
memberi penjelasan dan menerapkan wahyu Al-Qur’a>n yang relevan dengan
kebutuhan umatnya19.

2. Konsep Makkiyah dan Madaniyyah
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An-Na’im melakukan “dekonstruksi” terhadap pemaknaan/defenisi
berkaitan dengan ayat-ayat Makkiyah dan ayat-ayat Madaniyyah yang tidak
mengacu pada tempat atau waktu penurunan ayat, akan tetapi mengacu
kepada pada tataran objek penerima ayat. Biar pun sebuah ayat turun dalam
periode Makkah, akan tetapi makna ayat itu cenderung eksklusif-partikular-
kasusistik, maka An-Na’im memasukkan ayat tersebut dalam lingkup ayat-ayat
Madaniyyah. Begitu pula sebaliknya, biar pun sebuah ayat turun di Madinah,
akan tetapi ayat tersebut bermakna universal, maka ayat tersebut masuk dalam
kategori ayat-ayat Makkiyah. Kedudukan Nabi di kota Makkah lebih berfungsi
sebagai pemimpin agama, daripada sebagai kepala Negara seperti di
Madinah20. Makanya, ayat-ayat madaniyyah lebih banyak bicara tentang
norma-norma politik dan hukum.

3. Nasik-Mansuk Menurut An-Na’im
Dalam konsep nasikh-Mansukh secara umum, paling tidak ada dua

konsep nasakh yang diterima secara mayoritas, yakni konsep nasakh al-hukm wa
al-tilawah (penghapusan hokum dan teksnya) dan yang kedua konsep nasakh al-
hukm duna al-tilawah (penghapusan hokum tetapi tidak teksnya). An-Na’im
memberikan titik tekan pada konsep yang kedua ini dengan memberikan
defenisi nasakh mengacu pada defenisi gurunya Taha yang mengartikannya
dengan arti “menunda”, bukan “menghapus”, sebagaimana termaktub dalam
QS Al-Baqarah/2: 106

Terjemahnya:
Ayat mana saja yang Kami nasakhkan, atau Kami jadikan (manusia)
lupa kepadanya, Kami datangkan yang lebih baik daripadanya atau
yang sebanding dengannya. tidakkah kamu mengetahui bahwa
Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu?21

Kata “nunsiha” diberi makna “menuda pelaksanaannya”22.Dengan
konsep ini, An-Na’im menyatakan bahwa dalam era ini, kita me-nasakh
pemberlakuan ayat-ayat madaniyyah yang cenderung teknis-praktis dan
partikular-lokalistik, dan memakai ayat-ayat makkiyah yang universal yang
menekankan nilai-nilai keadilan, persamaan dan martabat yang melekat pada
semua orang. Dulunya, dengan kearifan Muhammad sebagai pembawa risalah,
ia melakukan “penundaan” ayat-ayat Makkiyah karena Masyarakat Arab
belum siap menerimanya, maka diberlakukanlah ayat-ayat Madaniyyah yang
cenderung secara gradual dan sesuai dengan kebutuhan saat itu.

4. Grand Idea An-Naim: Mewujudkan Negara Konstitusional Islam.
An-Na’im tidak sepakat dengan gagasan negara syari’ahnya Ibn

Taimiyah dan juga tidak sepakat dengan gagasan negara sekulernya Ali Abd
Raziq, maka an-Na’im mengikuti gurunya menawarkan gagasan “Negara
Konstitusional Islam” yang mencoba meluweskan ketegangan antara hukum
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publik dengan syari’ah dengan teori dasar yang digunakannya. Menurut
Mahmoud Mohamed Taha konstitusionalisme didasarkan pada dua prinsip
fundamental, pertama, setiap individu merupakan tujuan bagi dirinya sendiri
dan jangan pernah digunakan sebagai alat untuk tujuan orang lain. Kedua,
masyarakat adalah alat yang paling efektif untuk mencapai tujuan kebebasan
dan martabat individu.Dengan demikian, konstitusi harus menetapkan
batasan-batasan intitusional dan efektif terhadap kekuasaan dan kewenangan
pemerintah untuk melindungi setiap hak individu.

Oleh karena itu, Negara Konstitusional Islam adalah negara yang netral
dalam hal doktrin-doktrin keagamaan.Dia tidak berpihak pada agama
tertentu.Dia juga tidak mendukung atau memusuhi agama tertentu.Kenetralan
negara dalam hal doktrin keagamaan inilah yang membuat agama mungkin
berkembang dalam masyarakat, karena hanya masyarakat yang merupakan
tempat di mana agama bisa berkembang dan berada.

Negara tidak boleh bersifat Islam.Negara harus netral. Negara akan
menjadi korup jika ia mengklaim suatu keyakinan keagamaan tertentu. Dengan
gagasan dasar ini, An-Na’im melahirkan beberapa gagasan yang sampai hari
ini di kalangan umat Islam masih menjadi problematik. Di antaranya:

1. Kemurtadan
An-Na’im sangat trauma terhadap eksekusi mati gurunya Mahmoud

Mohamed Taha karena telah dianggap murtad oleh negara syari’ah Sudan kala
itu, an-Na’im melakukan kritik terhadap kekuasaan dan kewenangan
pemerintah yang menganggap seseorang telah keluar dari ajaran Islam
(murtad) karena mempunyai gagasan kritis dalam menentang negara syari’ah
Sudan. Cap murtad atau tidaknya seorang muslim tergantung dari
kewenangan pemerintah, padahal prinsip ini telah melanggar kebebasan
berkepercayaan, mengemukakan pendapat dan berserikat.

2. Diskrimanasi Gender
a. Perempuan & Pria Setara
Dengan menggunakan teori evolusi legislasi Islam (nasak-mansukhnya)

terhadap ayat-ayat madaniyyah menjadi ayat-ayat makkiyah, maka an-Na’im
menyatakan bahwa dengan bersumber pada ayat-ayat Madaniyyah
diskriminasi terhadap wanita akan terus terjadi, karena di dalam ayat-ayat
Madaniyyah mensyaratkan bahwa perempuan di bawah “bayang-bayang” laki-
laki. Begitu juga soal perwalian, dengan menggunakan pendekatan historis,
maka akan ditemukan bahwa Muslim kala itu sangat sedikit akibat banyak
yang terbunuh dalam perang menegakkan ajaran Islam, sehingga muslimah
dan muslim tidak sebanding banyaknya. Oleh karena itu, sistem perwalian kala
itu adalah hal yang wajib dan tak bisa dinafikan.Akan tetapi, dalam era
sekarang, seorang muslimah sudah dapat bekerja memenuhi kebutuhannya,
tidak lagi tergantung terhadap pria, maka dengan sendirinya pria sebagai
pemimpin wanita menjadi terabaikan.

b. Muslimah dapat menikah dengan Pria Non-Muslim
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Dalam syari’ah ayat-ayat Madaniyyah seorang muslim boleh menikah
dengan seorang wanita non-muslim, akan tetapi seorang muslimah dilarang
menikah dengan seorang non-muslim. Menurut An-Na’im, pelarangan tersebut
dilakukan karena telah menjadi asumsi umum bahwa pria sangat mendominasi
kaum wanita, dalam rumah tangga kaum pria lebih dapat mempengaruhi
kaum wanita. Era sekarang, kaum wanita sudah mandiri.Keterpengaruhan
seorang muslimah terhadap pria non-muslim merupakan faktor
sosiologis.Ketika seorang wanita muslimah mempunyai integritas pribadi yang
tinggi, mampu memenuhi kebutuhannya dan bersikap mandiri, maka seorang
wanita muslimah dapat menikah dengan seorang pria non-muslim.

3. Diskriminasi Agama
Dengan menggunakan pendekatan nasikh-mansuknya, maka an-Na’im

menyatakan bahwa perlakuan tidak adil terhadap non-muslim bersumber dari
pesan ayat-ayat Madaniyyah yang cenderung eksklusif dan membedakan
antara pemeluk Islam dan non-muslim. Dengan menggunakan ayata-ayat
Makkiyah, maka akan didapatkan sifat egalitarianisme Islam. Akan terlihat
dengan jelas dalam ayat-ayat Makkiyah bahwa tidak ada perbedaan antara
Muslim-Non Muslim, tidak akan terlihat pelarangan kerja sama antara Musli-
Non Muslim, dan juga tidak ada larangan untuk memerangi Muslim-non
Muslim.

III. PENUTUP
Gus Dur dan an-Na’im memberikan gagasan yang cukup menarik

terhadap situasi dan kondisi, baik di Indonesia maupun di Sudan.Gagasan
tersebut muncul dalam rangka untuk liberasi dan humanisasi bagi masyarakat
di dunia berkembang.Khususnya bagi masyarakat Islam yang terkungkung
dengan pemahaman literal-tekstualis atas kitab sucinya. Kedua tokoh kritis-
transformatif ini, membincangkan gagasan mengenai kesetaraan gender,
bentuk negara, keadilan bagi semua masyarakat dalam sebuah negara
konstitusi, serta tak luput juga membicarakan bagaimana mengangkat harkat
dan martabat negara berkembang agar tidak diperlakukan secara semena-mena
oleh negara yang kuat.
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